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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 13 TAHUN 2015
====================================================
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG

JENIS DAN SUB JENIS USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,
	Menimbang
Mengingat
Menetapkan
	:
:

:
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3),     Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis dan Sub Jenis Usaha Pariwisata;
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658 ) ;

6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata ;

7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi ;

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor  PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman ;

9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor  PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata ;

10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor  PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata ;

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor  PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi ;

12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor  PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata ;

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor  PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;

14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor  PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor  PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata ;

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor   PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta ;

17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor  PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN SUB JENIS USAHA PARIWISATA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan.
5. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perusahaan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
8. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, dan/atau daya tarik wisata buatan manusia.
9. Usaha Kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan Perundang-undangan.
10. Usaha Jasa Transportasi Wisata  adalah  usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
11. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata  dan agen perjalanan wisata
12. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan dan/atau penyajiannya.
13. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
14. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.

15. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelengaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

16. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik

17. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
18. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
19. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
20. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
21. Usaha wisata Spiritual adalah Perjalanan Wisatayang lebih mengarah pada kegiatan untuk meningkatkan kehidupan spiritual (kerohanian) dengan cara mengunjungi dan / atau melaksanakan ibadah ke tempat – tempat suci, tempat bersejarah atau ke makam – makam orang suci, bukit, gunung, goa atau tempat yang dianggap kramat, kemudian langsung melakukan persembahyangan atau meditasi.

22. Wisata Religi adalah merupakan perjalanan wisata terkait dengan kepercayaan / keyakinan dengan mengunjungi tempat – tempat suci  atau tempat lainnya yang disucikan untuk melaksanakan ibadah.

23. Wisata meditasi adalah merupakan perjalanan wisata mengunjungi tempat – tempat yang hening, tenang dan damai untuk penenangan diri, penjernihan pikiran seperti goa – goa alam, ashram atau tempat lainnya dianggap dapat menciptakan keheningan untuk melakukan meditasi.

24. Wisata yoga adalah merupakan perjalanan wisata mengunjungi tempat khusus untuk melakukan yoga dengan dibimbing oleh guru yoga.

25. Wisata edukasi industri adalah Kunjungan perseorangan atau kelompok ke berbagai tempat industri dengan tujuan untuk mengadakan penelitian, mendapatkan informasi, pendalaman produk wisata, proses belajar mengajar produk/industri dengan didampingi oleh tenaga ahli kawasan industri yang dimaksud.

26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftra Usaha Pariwisata.
BAB II

USAHA PARIWISATA
Pasal 2
Bidang usaha pariwisata yang wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut :
a. usaha daya  tarik wisata;

b. usaha kawasan pariwisata;

c. usaha jasa transportasi wisata;
d. usaha jasa perjalanan wisata;

e. usaha jasa makanan dan minuman;

f. usaha penyediaan akomodasi;

g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
i. usaha jasa informasi pariwisata;

j. usaha jasa  konsultan pariwisata;

k. usaha jasa pramuwisata;
l. usaha wisata tirta; dan
m. usaha spa.
BAB III
JENIS DAN SUB JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 3
(1) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dan usaha wisata spiritual.

(2) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub jenis usaha :

a. pengelolaan pemandian air panas alami;
b. pengelolaan goa;
c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;

d. pengelolaan museum; 

e. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; 

f. pengelolaan objek ziarah;
g. pengelolaan agro wisata; dan
h. Wisata Edukasi Industri.
(3) Jenis usaha wisata spiritual sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi sub jenis usaha 

a. wisata religi;

b. wisata meditasi; dan/ atau, 

c. wisata yoga.

Pasal 4
Bidang usaha pariwisata jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memiliki jenis usaha antara lain :

a. angkutan jalan wisata;

b. angkutan kereta api wisata;

c. angkutan sungai dan danau wisata;

d. angkutan laut domestik wisata; dan

e. angkuatan laut internasional wisata.
Pasal 5
Bidang usaha pariwisata jasa perjalanan wisata sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 huruf d memiliki jenis usaha antara lain :

a. biro perjalanan wisata; dan 

b. agen perjalanan wisata.
     Pasal 6
Bidang usaha pariwisata jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e  memiliki jenis usaha antara lain :

a. restoran;

b. rumah makan;

c. bar;

d. kafe;

e. pusat jajanan makanan; dan

f. jasa boga.
Pasal 7

(1) Bidang usaha pariwisata penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f memiliki jenis usaha antara lain :
a. hotel;

b. villa;

c. pondok wisata;

d. bumi perkemahan;


e. persinggahan karavan; dan

f. akomodasi lain.
(2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :

a. hotel bintang; dan

b. hotel non bintang.

(3) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha kondotel (kondominium hotel).
Pasal 8
(1) Bidang usaha pariwisata penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memiliki jenis usaha antara lain:

a. gelanggang olahraga;

b. gelanggang seni;

c. arena permainan;

d. hiburan malam;

e. panti pijat;

f. taman rekreasi;

g. karaoke; dan

h. jasa impresariat/promotor.
(2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :

a. lapangan golf;

b. rumah billiard;

c. gelanggang renang;

d. lapangan tenis;

e. gelanggang bowling; 

f. lapangan futsal; 

g. gelanggang ice skyting; dan

h. gelanggang sky board.

(3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha :

a. sanggar seni;
b. galeri seni; dan

c. gedung pertunjukan seni.

(4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub jenis usaha :

a. bungy jumping;

b. slingshot; 

c. atv ride; dan
d. Flying Fox.

(5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha :

a. kelab malam;

b. diskotek;

c. pub; dan

d. panggung tertutup.
(6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha:

a. panti pijat; dan 

b. refleksi.

(7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha :

a. taman rekreasi; dan

b. taman bertema.

Pasal 9
(1) Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf  l memiliki jenis usaha antara lain :

a. wisata bahari; dan

b. wisata sungai, danau dan waduk.

(2) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a meliputi sub jenis usaha :

a. wisata selam;

b. wisata perahu layar;

c. wisata memancing;

d. wisata selancar; 
e. dermaga bahari; dan

f. water sport.

(3) Jenis usaha  wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  b meliputi sub jenis usaha :

a. wisata arung jeram; dan

b. wisata dayung.
                      Pasal 10
Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf m meliputi sub jenis  usaha :
a. spa;

b. salon kecantikan.
BAB  IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11
(1) Izin Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
(2) Pengusaha yang memiliki izin Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.


Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 24 Pebruari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

                 TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 13


Ditetapkan di Tabanan


pada tanggal  24 Pebruari 2015 





BUPATI TABANAN,





TTD





NI PUTU EKA WIRYASTUTI
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